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b Transformasi Digital Nasional telah menjadi prioritas sesuai

Visi

Visi

Misi

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi, Misi, hingga Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Program

ASTACITA 2

= A 26. Meningkatkan produktvitas pertanian melalui
ersama Indonesia Maju . iden dan Wakil Presid kan di id 8 Misi diseb . T .. .
Menuju Indonesia Emas 2045 o e b o P ut inovasi digital (digital farming)
' 58. Melakukan digitalisasi UMKM
Memperkokoh ideologi Melanjutkan hilirisasi dan H HPH H H H H
Pancasila, demokrasi, dan B mengembangkan industri 60. M.enCIPtClkCln Ik“.m .In.VeStCISI yang kondUSIf di
hak asasi manusia (HAM). berbasis sumber daya alam bIdOng ekonomi dlgltOl
8 1 7 8 Memantapkan sistem untuk meninglatian nilal 61. Mendorong pendidikan yang membantu
E pertahanan keamanan tambah di dalam negeri. . kat lit i digital tuk duk
As::i::iita ::;::gr?::; B i negara dan mendorong Membangun dari desa penlng a gn | erCIS! Igital untuk mendukung
Cepat kemandirian bangsa melalui dan dari bawah untuk d IgltG“SGSl ekonomi.
swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi,
energi, air, ekonomi syariah, pemerataan ekonomi, dan ASTA CITA3 . .
ekonomi digital, ekonomi pemberantasan kemiskinan. 9. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo

hijau, dan ekonomi biru.

untuk seluruh kelompok Masyarakat
Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis

dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Memperkuat reformasi

"B Melanjutkan pengembangan n politik, hukum,

B infrastruktur dan dan birokrasi, serta ]2
meningkatkan lapangan memperkuat pencegahan

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

kerja yang berkualitas,

dan pemberantasan

inovasi digital

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945 mendorong kewirausahaan, korupsi, narkoba, judi, dan 22 Memb(] ngun infrCI Stru ktur d|g|t0| dCIn teknOIOgi
!'nengerpbangl.(an penyelundupan. secara merata
‘ il industri kreadtf serta Memperkuat penyelarasan ASTACITA 4
W o oonsis yeng itim industri di sent B i<iisan yong narmons L
T maritin Inclstrt ¢l sentra dengan lingkungan, 37. Mendorong pendidikan yang membantu
produksi melalui peran aktif lam dan bud = . . . LT
koperasi. alam dan peningkatan literasi digital
Membangun bangsa peningkatan toleransi
(WS,  dengan dasar fondasi kuat emperkuat pembangunan antarumat beragama untuk
Lﬂlul PEIE)ELE M ElED sumber daya manusia mencapai masyarakat yang ASTACITA7
kepemimpinan Presiden . . .
Joko Widodo (SDM), sains, teknologi, adil dan makmur. 37. Menc|ptqkqn pemermtqhqn yang berbasis
pendidikan, kesehatan, . . . . . .
N Drestasi olahrags, digitalisasi u.ntuk r.nenC|pto.|k'0|n pemerintahan yang
plasyaitd Yo kesetaraan gender, transparan, inklusif, dan efisien.
Peremotan emuda 46. Mengembangkan sistem smart government untuk

Negara yang setara
dengan negara maju
di tahun 2045 atau
lebih cepat

(generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang
disabilitas.

BERSAMA INDONESIA MAJU

meningkatkan kualitas pelayanan.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang &

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Telah diundangkan Undang - oo
Undang Nomor 20 Tahun 2023 e
tentang Aparatur Sipil Negara pada DR T A AN A 55
tanggal 31 Oktober 2023 ki

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa
dan mewujudkan tujuan negara secbagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu

dibangun aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari

Saat ini sedang dilakukan penyusunan oo e

pelayanan  publik bagi masyarakat dan mampu

Peraturan turunan Undang-undang b gy e g g

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan
transformasi aparatur  sipil negara untuk
mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja
tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan
kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil
negara;

bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor S
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah
tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan
fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil
Negara;

Mengingat : . . .
SK No 202875 A
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Undang-Undang ASN untuk Transformasi ASN

Pelayanan Publik yang lebih baik dan Masyarakat yang lebih sejahtera

Outcome

7 Agenda
Transformasi
ASN

Birokrasi yang profesional dan berkelas dunia

Indeks Persepsi Korupsi yang semakin baik

Indeks Efektivitas Pemerintahan semakin baik

Transformasi Rekrutmen dan Jabatan

ASN
Fleksibilitas Jabatan disederhanakan
penetapan menjadi yang lebih

kebutuhan dan
rekrutmen ASN
sesuai kebutuhan
instansi

®

terbuka untuk mendukung
organisasi agile dan
kolaboratif.

9 Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional

Mobilitas talenta kian
mudah dalam satu
Instansi,
antarinstansi, atau
ke luar Instansi.

@) b

Mobilitas talenta untuk
mengatasi kesenjangan
talenta yang mengacu
pada prioritas
pembangunan nasional

0 Digitalisasi Manajemen ASN

© Percepatan Pengembangan Kompetensi

a
ASN bukan hanya
berhak, tapi waijib
mengembangkan
kompetensi.

Instansi wajib
memberikan dukungan
akses dan sumber daya
kepada ASN untuk
belajar.

Reformasi Pengelolaan Kinerja
dan Kesejahteraan ASN

Pengelolaan
kinerja
dilaksanakan
untuk
mencapdai

©

Penataan Tenaga Non-ASN

(@)
Perluasan konsep PPPK
untuk menghindari PHK
masal, pembengkakan
anggaran, dan
penurunan pendapatan.

Perpanjangan
penataan honorer s.d.
Desember 2024.

sasaran
organisasi
melalui
mekanisme
kerja yang

b fleksibel dan
kolaboratif.

pengembangan talenta dan karier.

@ Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Q)

v' Perbaikan

®
komponen
kesejahteraa
n ASN
Pemberian
Pensiun bagi
PPPK
Komponen
penghargaan
dapat
disesuaikan
dengan
kebutuhan
dan
anggaran.

Penyediaan digital platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN,
termasuk untuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta

Simplifikasi nilai dasar ASN yang berlaku nasional sehingga menjadi akar budaya kerja yang lebih
kuat dalam jangka panjang.

Asta Cita dan Program Presiden : Pembangunan SDM dan Reformasi Birokrasi




Digitalisasi Manajemen ASN
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1 -3-

. Manajemen ASN adalah serangkaian proses
pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang
profesional dengan hasil kerja tinggi dan
perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses
Manajemen ASN dengan memanfaatkan
teknologi digital yang terintegrasi secara
sistem dan data untuk memudahkan
penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen
ASN.

Pasal 71
Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dilaksanakan secara nasional
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

BAB XI
DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

Pasal 63
Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin
efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses
dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta
untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen
ASN secara menyeluruh.
Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan berbagai layanan
digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi
secara nasional.
Digitalisasi Manajemen ASN sejalan dengan transformasi
organisasi dan sistem kerja ASN.
Digitalisasi Manajemen ASN wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan Siber sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi Manajemen ASN
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

N




Konsep Digitalisasi Manajemen ASN
dalam RPP Manajemen ASN

Digitalisasi Manajemen ASN dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB dan diselenggarakan oleh KfL yang
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU ASN.

Dilaksanakan melalui Platform Digital Manajemen ASN yang menyediakan seluruh layanan digital terpadu yang
4 menjadi ruang lingkup Manajemen ASN serta mengedepankan otomatisasi proses, berbasis pada kebijakan tata
kelola data pemerintah, terintegrasi antar layanan, dan digunakan secara nasional.

Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN sebagai bagian dari ekosistem
digital yang terintegrasi secara nasional serta memanfaatkan Identitas Digital.

0 Platform diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur Platform Digital Manajemen ASN dan memuat seluruh
27 data Manajemen ASN.

Data pada Platform yang dikelola BKN: (1) data profil Pegawai ASN; (2) data perencanaan kebutuhan; (3) data
pengadaan; (4) data penguatan budaya kerja dan citra institusi; (5) data pemberian penghargaan dan
pengakuan; (6) data layanan dasar kepegawaian; (7) data pengelolaan kinerja; (8) data pengembangan talenta
dan karier; (9) data pengawasan penerapan Sistem Merit; (10) data pemberhentian.

G Data pada Platform yang dikelola LAN: data pengembangan kompetensi.

9 Instansi Pemerintah wajib menggunakan Platform Digital Manajemen ASN.



¢ panrb platform Digital Manajemen ASN menjadi bagian
- 7 Portal Administrasi Pemerintah (NANGOV) dan
dapat diakses dalam Layanan Aparatur Negara

Histori Pengembangan
Platform Digital Manajemen ASN

——— & ASN
Belajar, Berkolaborasi, dan Berkinerja

INAGOV

Layanan Aparatur Negara

INAgov dirilis terbatas tahap pertama bersama INApas dan
INAku pada tanggal 30 September 2024 di kantor INA Digital

. . oleh Menteri PANRB, Menteri BUMN, dan Menteri Kominfo.
Hasil Kolaborasi

T—

A PERURI

KEMENTERIAN
PEMDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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Login dengan Digital ID
Terintegrasi dengan INAPASS Q& *
Pengelolaan Kinerja @ .............
Pengembangan Kompetensi @ ..................

Layanan Dasar Kepegawaian w ...............

Pengembangan Talenta & Karier e -----------------

Pemberian Penghargaan & Pengakuan Q --------------

Tahap 1 - Alpha Release
(30 Sseptember 2024)

Fitur yang tersedia:

Login menggunakan INA Pas
Melihat data Profil
Pengelolaan kinerja
Pembelajaran mandiri
Monitoring kenaikan pangkat
Monitoring mutasi
Monitoring pemberhentian

sudah diimplementasikan secara terbatas pada
5.066 ASN di 328 Instansi Pemerintah.

N N A N

5

panrb Modul dan Fitur dalam INAGOV Layanan Aparatur Negara

.
o Pemberhentian
INAgOV Tentang INAgov ~ Layanan  Testimoni  Unduh INAgov ~ FAQ

Q" INAgov dalam proses perilisan terbatas. Kami sedang mengumpulkan umpan balik untuk memberikan kualitas terbaik saat dirilis resmi

---------------- -0 Pengawasan penerapan sistem merit

Akses Berbagai Layanan ASN L. I
den gan Lebih Efisien o Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi

Membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakses berbagai layanan digital
secara lebih efisien melalui satu portal dan akun terintegrasi.

""""""""" '® Perencanaan Kebutuhan

---------------- m Pengadaan
-------------------- -@(oluborasi

Checklist merupakan modul yang
tersedia dalam Rilis ke-2

Tahap 2 - Beta Release

(Desember 2024)

Dengan fitur yang tersedia pada alpha release
ditambah:

1. Pembelajaran wajib

2. Media kolaborasi ASN

3. Peremajaan data

4. Presensi untuk sistem kerja fleksibel

5. Dashboard/data statistik
diimplementasikan bertahap secara terbatas

pada ASN di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah.




Konsep Platform Digital Manajemen ASN
pada INAGOV Layanan Aparatur Negara

Penguatan Layanan

Pengadaan Budaya Kerja & Dasar
Kebutuhan Citra Institusi J Kepegawaian* #

-

Data Exchange
(Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah)

Perencanaadn

Pengelolaan
Kinerja

€

Satu Data
Kepegawaian

Kolaborasi

Single Sign-On (SSO) pada
portal dengan berbasis

data kependudukan, Pengembang- ¥ . o bang- Per:beri"“ ,
me!glw tptemg.nf.?altan an T(‘:ﬁ::“ & N anKompetensi Pe;‘gn;;gs:: & § Pemberhentian Executive
identitas digita Dashboard
(Digital ID)

* Layanan administrasi
kepegawaian (layanan yang
telah operasional di BKN)

Dapat diakses melalui: INA GOV Layanan Aparatur Negara

: D dengan memanfaatkan sistem informasi eksisting milik ’A‘ (O
Desktop Mobile yang sejalan dengan UU 20/2023 dan pengembangan fitur baru.

(web)



> bangga
BerAKHLAK melayani

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten ba n sq
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif g

TERIMA KASIH
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